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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah yang berisi mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945. Dengan menyatakan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada 

Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan 

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di 

samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah 

diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip 

demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan serta potensi keaneragaman Daerah 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini telah menjadi salah satu 

kebutuhan dasar bagi masyarakat Dunia, kebutuhan untuk mendapatkan informasi 

yang cepat telah berkembang tidak lagi hanya untuk masyarakat perkotaan tetapi juga 

masyarakat perdesaan, baik sektor pemerintah maupun swasta. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun perkembangan tersebut akan menguasai pola 

kehidupan masyarakat, sehingga sistem E-government perlu dipersiapkan dengan 

baik. Didukung dengan Instruksi Presiden No.3 tahun 2003 tentang kebijakan dan 

strategi nasional pengembangan E-Government Indonesia. Akibat dari perkembangan 
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tersebut membawa perubahan dari pelayanan manual ke elektronik, dimana 

sebelumnya instansi pemerintah masih menggunakan basis kertas telah beralih 

menjadi pelayanan berbasis elektronik. Hal ini yang menjadi cikal bakal lahirnya 

layanan informasi yang berbasis elektronik yang berubah menjadi e-government.  

Direktur Informasi dan Komunikasi Politik Hukum dan Keamanan 

Kementerian Komunikasi dan Informatika Bambang Gunawan mengatakan jumlah 

pengguna internet di Indonesia saat ini telah mencapai 202 juta orang. Hal ini 

menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pengguna internet terbesar 

keempat di dunia. (https://www. republika.co.id/ berita/ qv56gb335/ kominfo-

pengguna-internet-indonesia-terbesar-ke4-di-dunia)  

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang 

membidangi Komunikasi dan Informatika, pengelolaan opini dan penyebarluasan 

informasi, pengembangan dan pendayagunaan TIK serta Persandian dan Statistik 

dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan 

akuntabel di bidang komunikasi dan informatika. Dengan pelayanan tersebut upaya 

pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik akan informasi dapat dilakukan.  

Selain penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media lain yang 

digunakan untuk menyebarluaskan data dan informasi Pembangunan Provinsi Riau 

serta berita Pemerintah Provinsi Riau yaitu melalui media online (website). Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau saat ini mengelola website resmi 

Pemerintah Provinsi Riau (http:// www.riau.go.id), website http:// diskominfo.riau.go. 

id dan website http: //mediacenter. riau.go.id). 

https://republika.co.id/tag/jumlah-pengguna-internet
https://republika.co.id/tag/jumlah-pengguna-internet
https://www/
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Tabel I.1 

Jumlah Pengunjung Website yang dikelola Diskominfo dan Statistik 

Provinsi Riau 

No WEBSITE 2019 2020 2021 

1 http:// www.riau.go.id 149.830 158.713 166.430 

2 http:// diskominfo.riau.go. id 10.890 12.347 11.523 

3 http: //mediacenter. riau.go.id 273.551 139.888 126.180 

Sumber: Rencana Strategis, 2019-2024 Diskominfotik Provinsi Riau 

Di Kota Pekanbaru sendiri perkembangan komunikasi dan informasi 

berkembang cukup pesat. Organisasi yang di percaya sebagai pengelola komunikasi 

dan teknologi informasi di Provinsi Riau adalah Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Riau yang juga berperan sebagai pelaksanaan kebijakan di bidang 

komunikasi dan informasi dengan berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan di 

bidang komunikasi dan informasi sehingga dapat menjadi pusat informasi bagi 

kebutuhan pemerintah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2018 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru yaitu Dinas 

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang 

persandian. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota 

Pekanbaru terutama Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi 

Publik memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai penyedia informasi yang berkaitan 

seputar instansi pemerintahan dan kebijakan walikota serta mengolah dan menginput 

informasi atau berita tersebut melalui media agar dapat dipublikasikan. Berdasarkan 

http://www.riau.go.id/
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kominfo.go.id Pemprov Riau telah menjalankan sistem elektronik dalam kegiatan 

pemerintahan (E-Government), sebagai tindak lanjut instruksi Presiden untuk 

mengedepankan transparansi publik. Dalam program yang sudah dilakukan sejauh ini 

Diskominfo sendiri dalam upaya mewujudkan sistem e-government belum 

dipersiapkan dengan baik. Diskominfo belum cukup maksimal dalam Meningkatkan 

peran serta masyarakat dalam rangka membangun keterbukaan informasi publik 

seperti menyampaikan tentang kasus perkembangan virus corona SARS-CoV-2. 

Kenaikan kasus positif Covid-19 hingga awal bulan juni 2020 masih terjadi 

secara masif. Meningkatnya kasus positif Covid-19, seringkali membuat masyarakat 

menjadi panik. Kepanikan ini bisa muncul karena kegagapan pemerintah dalam 

merespons pandemi Covid-19 Dalam konteks kebijakan, pemerintah dianggap tidak 

mampu mengelola penanganan terhadap pandemi Covid-19 serta kredibilitasnya 

diragukan. (Saputra, 2021:4) 

Melalui Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 107 tahun 2016 dibentuklah 

Diskominfo, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dimana merupakan perpecahan 

dari Dishub, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru yang kemudian ditunjuk 

untuk menjadi pelaksanan atau Leading Sector dalam visi tersebut baik dari segi 

perencanaan dan pelaksanaan sehingga mampu diterima oleh masyarakat. 

Penolakan didasari atas realita yang ada dimana kota Pekanbaru yang memang 

tidak bisa menjadi kota madani, belum lagi masyarakat kota Pekanbaru melihat 

bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru secara sepihak ingin mengganti jati diri kota 

Pekanbaru yang sudah melekat sejak lama. Kemudian tengah banyaknya penolakan 
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dari masyarakat dan pemangku kepentingan, masalah internal juga semakin 

menambah polemik yang ada. 

Berdasarkan pada penelusuran awal terkait dengan peran Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kota Pekanbaru dalam membangun komunikasi publik, maka 

terdapat beberapa masalah yang perlu dikaji pada penelitian ini, yaitu: 

1. Kurangnya perencanaan dan persiapan Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Pekanbaru dalam pengelolaan layanan informasi sehingga apa yang 

disampaikan kepada masyarakat Kota Pekanbaru dirasakan masih belum 

efektif dalam menyampaikan berita yang akurat kepada masyarakat. 

2. Terlihat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru kurang dalam 

menjalin hubungan yang baik kepada masyarakat hal ini didapatkan karena 

setiap penyampaian yang disampaikan Diskominfo kepada masyarakat selalu 

mendapatkan problem atau masalah sebagaimana yang terdapat 

dilatarbelakang penelitian. 

Hal serupa juga pernah dibahas dalam karya ilmiah Harapan Tua Ricky 

Freddy (2021:228) terkait dengan Kinerja Diskominfotiksan Kota Pekanbaru Dalam 

Menyampaikan Informasi Terkait Bantuan Sosial Covid-19 temuan peneliti tersebut 

membahas tentang keritikan mengenai kinerja Dinas Komunikasi, Informasi, 

Statistik, dan Persandian Kota Pekanbaru yang dinilai tidak dapat memberikan 

informasi yang jelas mengenai bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 

serta inkonsistensi antara peraturan dan tindakan. Berdasarkan Peraturan Walikota 

Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 
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Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru informasi terkait program 

dan/ atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup OPD merupakan informasi 

yang wajib disediakan dan diumumkan kepada masyarakat.Selanjutnya terkait dengan 

kinerja Diskominfojuga dikritik dalam penyampaian selogan yang mulanya slogan 

“Pekanbaru Kotaku, Kotamu, Kota Kita Bertuah” atau sering disingkat dengan 

“Pekanbaru Kota Bertuah” yang telah ada kemudian dengan slogan “Pekanbaru Kota 

Madani”.Namun, pada kenyataannya meskipun perubahan slogan telah berjalan, 

sebagian besar masyarakat kota Pekanbaru masih tidak mengetahui perubahan 

tersebut bahkan tetap beranggapan bahwa Pekanbaru masih menggunakan slogan 

Pekanbaru Kota Bertuah. (Ivan, 2019) 

Gambaran diatas dapat diketahui bahwa Dinas Komunikasi Dan Informatika 

Kota Pekanbaru Dalam Membangun dalam memainkan Perananya masih belum 

optimal maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan 

menetapkan judul penelitian: “Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Pekanbaru Dalam Pengelolaan  Layanan Informasi”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang dikemukan di atas, maka rumusan masalah 

penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru Dalam 

Pengelolaan  Layanan Informasi? 

2. Apa saja faktor penghambat di dalam Peran Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan  Layanan Informasi? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

3. Untuk mengetahui Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru 

Dalam Pengelolaan  dan Layanan Informasi. 

4. Untuk mengetahui faktor penghambat di dalam Peran Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan  Layanan Informasi. 

2. Kegunaan Penelitian  

Adapun Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, yakni peneliti diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu 

pemerintahan, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian 

dibidang ilmu pemerintahan, khususnya tentang Pengelolaan Layanan 

Informasi.  

2. Secara praktis agar penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Layanan 

Informasi. 

3. Sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan informasi dan 

data sekunder bagi kalangan akademisi yang ingin meneliti hal yang sama. 
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BAB II 

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN  

 

A. Studi Kepustakaan  

1. Ilmu Pemerintahan 

Dalam perkembangannya saat ini ilmu pemerintahan mencoba menjadi 

sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri tanpa lagi menjadi bayang-bayang dari 

kajian ilmu politik, yang membuat banyak ahli-ahli ilmu pemerintahan melahirkan 

definisi-definisi serta konsep-konsep mengenai ilmu pemerintahan itu sendiri. 

Menurut Talizuduhu Ndraha (dalam Ndraha, 2011:3) mendefinisikan ilmu 

pemerintahan yakni ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi 

kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam 

hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh orang 

yang bersangkutan. 

Menurut Inu Kencana Syafiie (2001;36) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang 

mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang 

legislasi, eksekusi, dan yudikasi dalam hubungan pusat dan daerah antara lembaga 

serta antara yang memerintah dengan yang diperintah. 

Menurut H.A Brasz (dalam Syafiie, 2005;21) mengatakan ilmu pemerintahan 

dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga/dinas 

pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun keluar 

terhadap warganya. 
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Bagi Musanef (dalam Syafiie, 2011;8) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu 

yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, 

berhuibungan dengan keserasian kedalam dan bhhubungan antara dinas-dinas itu 

dengan masyarakatnya yang kepentingannya di wakili oleh dinas itu. 

2. Pemerintahan 

Negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan 

melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk didalam 

wilayahnya. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama menyelenggarakan 

kekuasaan dari negara. 

Menurut Ndraha (2003:6) mengatakan pemerintah adalah organ yang 

berwenang memperoses pelayanan civil bagi setiap orang melaluhi hubungan 

pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya 

pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. 

Syafiie (2007:3) menjelaskan bahwa kebebasan berangkat dari faktor manusia 

yang ingin eksis dalam hidupnya, sedangkan peraturan berangkat dari faktor 

keterbatasan manusia sebagai maklup yang diciptakan. Pada perkembangannya dari 

keinginan manusia akan kebebasan dan keterbatasan diri terhadap sesuatu serta 

keinginan untuk eksis dalam hidupnya, maka peraturan mutlak harus diadakan. Dari 

pereSturan ini akan lahir pihak yang mengatur (memerintah), dan inilah awal dari 

pembentukan pemerintahan. 

Ndraha (2003:105) menyebutkan bahwa melalui proses pemerintahan, 

kekuasaan dapat dikontrol. Sehingga melaluhi proses pemerintahan tersebut 
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keterbatasan manusia tidak dijadikan sebagai kelemahan manusia yang dapat 

dimanfaatkan, melainkan dapat diatur untuk keeksisan manusia itu sendiri. Sehingga 

dalam suatu negara senantiasa ada pihak dikatakan sebagai yang memerintah 

(pemerintah) dan ada pula yang diperintah (masyarakat).Dengan adanya yang 

diperintahan, maka ilmu yang mengkaji tentangnya pun penting untuk dikaji dan 

diperhatikan. 

Labolo (2010:26) menjelaskan bahwa pemerintahan pada awalnya dibentuk 

untuk menghindari keadaan dimana sebuah wilayah yang akan didiami manusia 

mengalami serba kekacauan. Keadaan itu kemudian memaksa lahirnya seseorang 

dengan pengaruh yang ditimbulkannya untuk membentuk suatu kelompok terkuat 

bagi upaya menetralkan dan melindungi suatu kelompok dari kelompok dari 

gangguan kelompok lain. Dalam perkembangannya, kelompok inilah yang kemudian 

menjadi kelompok istimewa untuk melakukan apa saja bagi kepentingan 

perlindungan dan keselamatan masyarakat. Kelompok tersebut menjadi minoritas 

yang memiliki otoritas tak terbatas dengan tujuan yang dapat mereka ciptakan atas 

nama kelompok miyoritas (rakyat) atau bahkan atas keinginan dan kehendak mereka 

sendiri. Sehingga dalam suatu negara disyaratkan adanya rakyat/ warga negara dan 

pemerintah.. 

Menurut Syafiie (2007:36) menyebutkan Ilmu pemerintahan sebagai ilmu 

yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin 

bidang legislasi, eksekusi dan yudikasi, dalam hubungan Pusat dan Daerah, antara 

lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah. 
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Ndraha (2003:112) dalam Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 

mengatakan bahwa kybernology adalah ilmu yang mempelajari proses pemenuhan 

kebutuhan manusia sebagai konsumer produk pemerintahan, akan pelayanan pablik 

dan pelayanan civil, dalam hubungan pemerintahan . 

Menurut Musanef (dalam Syafiie, 2007:32), ilmu pemerintahan dapat 

didevinisikan sebagai berikut: 

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki 

unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan 

hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya 

diwakili oleh dinas itu, atau 

2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang terbaik dari setiap 

dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis 

problema-problema sentralisasi, desentralisasi koordinasi pengawasan 

kedalam dan keluar, atau 

3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya 

hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, dan dapat diatur 

sedemian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-

pertentangan antatra pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan 

mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang 

efektif dan efesien dalam pemerintahan, atau 

4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam 

arti yang seluas-luasnya baik terhadap susunan, maupun organisasi alat 

yang menyelengarakan tugas penguasa, sehinggadiperoleh metode-

metode bekerja setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan negara. 

 

Sedangkan pendapat C.F. Strong (dalam Labolo, 2010: 26-27) menjelaskan 

bahwa Pemerintahan paling tidak membutukan tiga hal pokok: 

a. Angkatan perang sebagai suatu kekuatan meliter yang mampu 

mempertahankan negaranya dari serangan dan invasi negara lain; 

b. Pemerintahan harus memiliki suatu lembaga yang bertanggung jawab 

secara legeslatif dalam membuat hukum bagi penyelenggaraan 

pemerintahan; 

c. Pemerintahan harus memiliki kemampuan keuangan yang memadai bagi 

upaya membiayai penyelengaraan rumah tangga suatau negara. 
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Rasyid (dalam Labolo, 2010:32) mejelaskan bahwa pemerintah memiliki 

beberapa fungsi, Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu 

pelayanan (public service), pembangunan (development), pemberdayaan  

(empowering), dan pengaturan (regulation). 

Menurut Ndraha (2003:76) pula membagi pemerintah menjadi dua macam, 

yakni fungsi primer dan fungsi sekunder.Fungsi primer merupakan fungsi yang terus 

menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi dengan yang diperintah. 

Artinya fungsi primer tidak perna berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, 

politik dan sosial: semangkin meningkat kondisi yang diperintah, semangkin 

meningkat fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai provider 

jasa-pablik yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. 

Fungsi sekunder dijelaskan oleh Ndraha sebagai fungsi yang berhubungan 

dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang diperintah, dalam arti, semangkin 

tinggi taraf hidup, semangkin kuat bargaining position, dan semangkin integrative 

masyarakat yang diperintah, semangkin berkurang fungsi sekunder pemerintah. 

Fungsi pemerintah berubah, dari rowing ke steering. 

Menurut Warsistino (2003:41) perhatian pemerintah terhadap pelayanan 

umum masih relatif terbatas, ada beberapa alasan mengapa hal ini terjadi antara lain: 

1. Dalam menjalankan kegiatannya aparatur pemerintah lebih mengandalkan 

kewenangan dari pada kekuatan pasar maupun kebutuhan konsumen. 

2. Dalam aktivitasnya aparat pemerintah sering kali terjebak pada 

pandangan “etic” yakni mengutamakan pandangan dan keinginan dari 

mereka sendiri (birokrasi) dari pada pandangan “emic” yakni pandangan 

dari mereka yang menerima jasa layanan pemerintah. 
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3. Instansi pemerintah pada umumnya menyelenggarakan kegiatan yang 

bersifat monopoli sehingga terdapat iklim kompetisi didalamnya padahal 

tampa kompetisi tidak akan tercipta peningkatan kualitas. 

4. Kesadaran anggota masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga 

negara maupun sebagai konsumen masi relatif rendah sehingga mereka 

cendrung menerima begitu saja layanan yang diberikan oleh pemerintah 

terlebih lagi bila layanan yang diberikan bersifat cuma-cuma. 

5. Penyelenggaraan pemerintah yang tidak demokratis dan cendrung represif 

seperti yang selama ini dipraktekkan selalu berupaya menekan adanya 

kontrol sosial dari masyarakat. 

 

Menurut Syafi’i (2001:20) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni 

dikatakan karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan 

pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda 

pemerintahan, sedangkan dikatakan ilmu karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu 

dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki, objek, universal, sistematis dan spesifik. 

Sedermayanti (2004:9) pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai 

pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat yang memiliki tugas pokok yang 

mencakup: 

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia; 

2. Memajukan kesejahteraan umum; 

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; 

4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial 

dan menyelenggarakan pemerintah, setidaknya ada 7 tugas pokok 

 

Menurut Syafi’i (2005:20) mengemukakan pemerintah berasal dari kata 

perintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada 

dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan pihak 

memerintah memiliki wewenang, pihak yang diperintah memiliki ketaatan. 

Sementara Ndraha (2003:36) menjelaskan bahwa pemerintahan adalah semua badan 
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atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan 

manusia dan masyarakat. Sedangkan yang disebut dengan pemerintah adalah proses 

pemenuhan dan pelindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat  

Mac Iver dalam Labolo (2006:18) menjelaskan bahwa pemerintah adalah 

sebuah organisasi dalam sekelompok orang yang memiliki kekuasaan, dimana 

melalui kekuasaan tadi manusia dapat diperintah. Selanjunya Rasyid dalam Labolo 

(2006:14), menjelaskan tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga 

suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalankan kehidupan secara wajar. 

Pemerintah moderen pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, 

pemerintah diadakan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat 

menciptakan kondisi yang meyakinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan 

kemampuan dan kreativitas demi mencapai tujuan bersama. 

Djohan dalam Labolo (2006:27) menyatakan bahwa salah satu fungsi utama 

pemerintah yaitu membuat kebijakan publik. Argumentasi terpenting dalam hal ini 

adalah bahwa semua warga negara akan senantiasa bersentuh dengan kebijakan 

publik yang dikeluarkan pemerintah karena diatur dengan kebijakan publik tentunya 

yang menyangkut kepentinga umum. 

Labolo (2006:22) pemerintah terkait dengan fungsi memimpin, memberi 

petunjuk, memerintah, menggerakkan, koordinasi, pengawasan dan motivasi dalam 

hubungan pemerintahan, untuk mengembangkan kualitas pelayanan. 

Apter dalam Syafiie (2011:10) mengemukakan pemerintah itu merupakan 

satuan anggota yang paling umum yang memiliki (a) tanggung jawab tertentu untuk 
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mempertahankan sistem yang mencakupnya, itu adalah bagian dan (b) monopoli 

praktis mengenai kekuasaan paksaan.  

Wilson dalam Syafiie (2011:10) menjelaskan pemerintah dalam akhir 

uraiannya, adalah suatau pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan 

dengan organisasi kekuatann angkatan bersenjatan, tetapi dua atau sekelompok orang 

dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk 

mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan 

keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan. 

3. Peran 

 Menurut Kozier Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku yang 

diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu 

sistemPeran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan 

bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seesorang pada 

situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. 

Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau 

politik. (KBBI, 1990:24) 

 Menurut Siagian (1992) pemerintah pada hakikatnya berfungsi untuk 

mengatur dan melayani. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara 

modern sebagai suatu negara hukum (legal state), sedangkan fungsi pelayanan 

dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (welfare state). 

Disini terlihat jelas bahwa peran pemerintah dipahami sebagai upaya yang dilakukan 

pemerintah untuk mengatur maupun mengelola masyarakat di dalam suatu negara 
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dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan bagi 

masyarakatnya. (Siagian, 1992:128) 

 Davey (1998) memaparkan bahwa terdapat lima fungsi utama pemerintahan, 

antara lain pertama sebagai penyedia layanan, yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang 

berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan 

masyarakatnya. Kedua, fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan 

perumusan dan penegakkan peraturan peraturan. Ketiga, fungsi pembangunan yaitu 

fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. 

Keempat, fungsi perwakilan yaitu mewakili masyarakat diluar wilayah mereka. 

Kelima, fungsi koordinasi yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam 

pengkoordinasiaan, perencanaan, investasi dan tata guna lahan. Secara lebih jelas dan 

detail, peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh Siagian 

(2000:142-150) yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses 

pembangunan.  

Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, innovator, modernisator, 

pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih rinci 

peran tersebut diuraikan sebagai berikut: 

a. Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah 

menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi 

keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat 

terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif 

yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif., melalui pendidikan, 
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pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang bertahap tetapi 

berkesinambungan. 

b. Inovator, dalam memainkan peran selaku inovator, pemerintah sebagai 

keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang 

harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu 

memiliki tingkat keabsahan (legitimacy) yang tinggi. Suatu pemerintahan 

yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena “menang” dalam 

perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur 

dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga 

hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah, penerapan inovasi 

dilakukan dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya 

konsepsional, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.  

c. Modernisator, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara 

yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk 

mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasan ilmu 

pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah 

kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, 

sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya 

manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan 

demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan 

sehingga berorientasi pada masa depan. 



18 

 

 
 

d. Pelopor, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (role model) bagi 

seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan 

dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan 

dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya 

dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan Negara. 

e. Pelaksana sendiri, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan 

pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban 

pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, 

modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh 

masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, 

sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada 

pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah. 

4. Peranan Komunikasi 

Menurut Thoha (2003: 10) peranan itu merupakan perilaku yang diharapkan 

dari seseorang yang mempunyai status atau kedudukan tertentu. Peranan itu sendiri 

adalah peranan individu,bagaimana seorang individu menjalankan fungsinya sebagai 

seorang makhluk sosial yang berhubungan dengan individu lain, atau dalam 

kehidupan antara atasan dan bawahan. Peranan kelompok adalah kerjasama dua orang 

atau lebih dalam menjalankan peranannya sebagai seorang pemberi harapan orang 

lain. Adapun peranan komunikasi diantaranya adalah sebagai berikut: 
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1. Komunikasi itu merupakan alat suatu organisasi sehingga seluruh kegiatan 

organisasi itu dapat diorganisasikan (dipersatukan) untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

2. Komunikasi merupakan alat untuk mengubah perilaku para anggota dalam 

suatu organisasi. 

3. Komunikasi adalah alat agar informasi dapat disampaikan kepada seluruh 

anggota organisasi (Widjaja, 2003: 66) 

5. Konsep Koordinasi Pemerintahan 

Di dalam tulisan van Poelje yang berjudul “Algemene Inleiding tot 

bestuurkunde” pembahasan masalah koordinasi pemerintahan ditempatkan hampir di 

tengah-tengah yaitu pada BAB IV. Hal ini menunjukkan bahwa pemegang peran 

koordinasi selalu menjadi poros, dan penjaga keseimbangan serta kelancaran 

berputarnya “mesin” pemerintahan yang ada diseputarnya. (Syafrudin, 1976:79). 

Menurut Handoko (2003:196) kebutuhan akan koordinasi tergantung pada 

sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling 

ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Menurut G.R. Terry 

koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah 

dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu 

tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan 

menurut E.F.L. Brech, koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim 

dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing 
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dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di 

antara para anggota itu sendiri (Hasibuan, 2007:85). 

Beberapa pandangan tentang koordinasi diatas dilihat dalam konteks 

konseptual yang dihubungkan dengan pengertian organisasi. Dalam tulisan ini penulis 

ingin menghubungkan koordinasi dengan pemerintahan dalam mewujudkan tertib 

pemerintahan. Bagaimana peran kedudukan dan peran pemerintah jika dilihat dalam 

organisasi negara. Meskipun pemerintah adalah pemegang pucuk pimpinan tertinggi, 

akan tetapi dalam melaksanakan kekuasaannya dibatasi dan karenanya harus tunduk 

kepada ketentuan-ketentuan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. 

Sebuah negara pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan, makin maju 

suatu masyarakat, maka makin beraneka ragam kegiatannya disertai dengan 

spesialisasi bidang pekerjaan dan keahlian yang semakin mendalam dan khusus. 

Untuk memadukan dan menyelaraskan aktivitas tersebut diperlukan generalis yang 

berfungsi sebagai koordinator. Di bidang pemerintahan, juga telah terjadi spesialisasi 

bidang-bidang pekerjaan, yang dari waktu ke waktu menjadi semakin spesifik. Untuk 

pencapaian tujuan pemerintahan, diperlukan adanya koordinator. 

Bagi penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah, pandangan tentang 

koordinasi pemerintahan bukan hanya bekerjasama, melaikan juga integrasi dan 

sinkronisasi yang mengandung keharusan penyelarasan unsur-unsur jumlah dan 

penentuan waktu kegiatan di samping penyesuaian perencanaa, dan keharusan adanya 

komunikasi yang teratur diantara sesama pejabat/petugas yang bersangkutan dengan 
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memahami dan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai suatu 

peraturan pelaksanaan. 

B. Penelitian Terdahulu 

Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dengan penelitian terdahulu, 

dan untuk menjadikan dasar penelitian ini, maka berikut ini dilampirkan beberapa 

penelitian yang telahyaitu sebagai berikut: 

Tabel II.1:PenelitianTerdahulu 

No Peneliti/Tahun/ 

Judul 

Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 2 3 4 5 

1 Sputra Siahaan 

(2019), Peran Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika 

Pemerintah 

Kabupaten Tapanuli 

Utara Dalam 

Menyampaikan 

Informasi 

Pembangunan 

Pembangkit Listrik 

Tenaga Panas Bumi 

(PLTPB) Sarulla 

Kepada Masyarakat 

(Perspektif 

Komunikasi Islam) 

Hasil penelitian 

yang ditemukan 

peneliti sebagai 

berikut, pada 

dasarnya peran 

DISKOMINFO 

Taput merujuk pada 

PERBUP Taput 

No. 56 Tahun 2016 

tentang 

Kedudukan, 

susunan organisasi, 

tugas dan fungsi 

serta tata kerja 

Dinas Komunikasi 

dan Informatika 

kabupaten Tapanuli 

Utara.  

Persamaan 

Penelitian ini 

terletak pada 

padaobjek 

penelitianyaitu 

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

Perbedaan 

penelitian ini 

terletak pada 

lokasi 

penelitian, dan 

objek 

penelitian,yaitu 

focus pada 

Menyampaikan 

Informasi 

Pembangunan 

Pembangkit 

Listrik 

Tenaga Panas 

Bumi (PLTPB)  

 

2 Sinitia, 2019. Strategi 

Layanan Informasi 

Publik  

di Dinas Komunikasi 

dan Informatika 

Kabupaten Pasuruan 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

dalam 

pelaksanaanya 

Dinas Komunikasi 

dan  

Persamaan 

penelitianini 

terletak pada 

padaobjek 

penelitianyaitu 

Dinas 

Perbedaan 

penelitian ini 

terletak pada 

lokasi 

penelitian, dan 

objek 
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 Informatika 

Kabupaten 

Pasuruan 

menjalankan tugas 

dan tanggungjawab 

sebagai penyedia 

layanan informasi 

publik dan PPID. 

Pada 

pelaksanaanya, 

Dinas Komunikasi 

dan Informatika  

Kabupaten 

Pasuruan 

menggunakan 

manajen 

men strategi yang 

disesuaikan dengan 

jenis informasi 

yang dapat 

disampaikan 

kepada publik 

sesuai dengan UU 

Keterbukaan 

Informasi  

Publik (KIP) tahun 

2008.Untuk proses 

penyampaian 

informasi secara 

tidak langsung, 

Dinas Komunikasi 

dan Informatika 

Kabupaten 

Pasuruan 

menggunakan 

media sosial, 

website dan email. 

Selain itu, Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika 

Kabupaten 

Pasuruan juga 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

penelitian,yaitu 

focus pada 

Strategi 

Layanan 

Informasi 

Publik  
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melayani 

permohonan  

informasi secara 

langsung 

3 Asriadi (2019) 

Strategi Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika 

Kabupaten Kota 

ParePare dalam 

Menangani Berita 

Hoaks di Lembaga 

Penyiaran Publik 

Hasil 

penelitianmenunjuk

an pertama, 

penyebaran berita 

hoaks adalah 

menunjukan bahwa 

tidak dianjurkan kita 

untuk langsung 

menerima informasi-

informasi yang 

disebar dari berbagai 

macam media untuk 

itu perlu melakukan 

tabayyun. 

Persamaan 

penelitianini 

terletak pada 

padaobjek 

penelitianyaitu 

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika 

Perbedaan 

penelitian ini 

terletak pada 

lokasi 

penelitian, dan 

objek 

penelitian,yaitu 

focus pada 

Menangani 

Berita Hoaks  

 

C. KerangkaPemikiran 

Kerangka fikiran bertujuan untuk menggambarkan tentang berkaitan antara 

variabel penelitian dengan indikator-indikator yang mempengaruhinya, yang 

dilandasi oleh konsep maupun teori-teori yang di anggap relevan. Adapun kerangka 

pikiran sebagai konsep untuk menganalisis variabel dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 



24 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Modifikasi penulis, 2021 

 

Gambar 2.1 :  Rangka Pikir 

 

 

D. Konsep Operasional  

Guna menghindari dari salahnya penafsiran mengenai konsep yang terdapat 

dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan pula batasan terhadap konsep yang akan 

dioperasionalkan yang kemudian akan diuji melalui teknik pengukuran.Adapun 

konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

Output Penelitian 

Peran Dinas Komunikasi dan 

Informatika 

Peran Instansi dalam 

pembangunan nasional 

dikemukakan oleh Siagian 

(2012: 142-150) :  

a. Stabilisator 

b. Inovator 

c. Modernisator 

d. Pelopor 

e. Pelaksana sendiri 
 

Fenomena 
1. Kurangnya perencanaan dan persiapan Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru 

dalam pengelolaan layanan informasi. 

2. Terlihat Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Pekanbaru kurang dalam menjalin 

hubungan yang baik kepada masyarakat hal 

ini didapatkan karena setiap penyampaian 

yang disampaikan Diskominfo kepada 

masyarakat selalu mendapatkan problem atau 

masalah. 

 

Peran 
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1. Peran adalah adalah pola sikap, perilaku, nilai, dan tujuan yang diharapkan 

dari seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat (Widayatun, 1999). 

2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru memiliki tugas pokok 

membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan Desenteralisasi dan 

Dekonsentrasi di bidang komunikasi, informatika persandian dan setatistik 

sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan 

Perundang-undangan. 

3. Komunikasi Publikadalah penyampaian pesan (message), berupa ide atau 

gagasa, informasi, ajakan, dan sebagainya kepada orang banyak. 

4. Stabilisator adalah stabilitas nasional agar tetap mantap dan terkendali 

sehingga kebijakan- kebijakan yang telah ditetapkan akan dapat dilaksanakan 

dengan baik dan rencana-rencana, program-program dan kegiatan-kegiatan 

operasional akan berjalan lancar. 

5. Inovator adalah pemimpin yang berani dan berhasil merealisasikan mimpi 

(ide) pembaruannya yang memberikan manfaat. 

6. Modernisator adalah kemampuan pemerintah dalam memanaj dan mengelolah 

kekayaan alam yaitu dengan cara meningkatkan kemandirian disektor 

ekonomi serta menggali kreativitas sumber daya. 
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E. Operasional Variabel 

Tabel 2.1. Operasional Variable Penelitian tentangPeran Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Pekanbaru Dalam Membangun Komunikasi Publik 

 

Konsep Variabel Indikator Sub Indikator 

Peran Instansi 

dalam 

pembangunan 

nasional 

dikemukakan 

oleh Siagian 

(2000: 142-150) 

yaitu pemerintah 

memainkan 

peranan yang 

dominan dalam 

proses 

pembangunan.  

Peran Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika 

Kota Pekanbaru 

Dalam 

Pengelolaan  

Layanan 

Informasi 

 

 

Stabilisator - Peningkatan 

pengetahuan  serta 

kemampuan dalam 

menjalankan peran 

Inovator - Adanya inovasi yang 

dikembangkan 

- Prosedur dan metode 

yang dikerjakan 

Modernisator - Adanya penguasan 

ilmu pengetahuan  

- Adanya kemampuan 

dan kemahiran 

manajerial  

- Adanya visi yang 

jelas  

Pelopor 

 

 

 

- Adanya keadilan dan 

kedisiplinan dalam 

menjalankan peran 

- Peduli terhadap 

lingkungan, budaya 

dan sosial sekitar 

Pelaksana sendiri - Faktor modal yang 

terbatas, kemampuan 

yang belum memadai. 

Sumber:  Modifikasi Penulis, 2021 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif 

yang memaparkan peristiwa yang terjadi. Penelitian ini tidak menjelaskan hubungan, 

tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Menurut Sugiyono (2018:1) metode 

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawan adalah eksperimen) dimana peneliti 

adalah sebagai instrumen kunci, teknik induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalasi.  

Djam’an Satori (2011:23) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif 

dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat 

dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula 

suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik 

suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik 

suatu artifak dan lain sebagainya.  

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011:73), penelitian deskriptif kualitatif 

ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang 

ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan 

mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.  
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Di sini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena 

penelitian ini mengeksplor dan menganalisa Peran Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan  Layanan Informasi. Untuk 

memberikan arti dan makna dalam pemecahan masalah, penulis menggunakan analisa 

data kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif, sehingga fakta yang terjadi di 

lapangan dapat dijelaskan sebagaimana mestinya. 

 

B. Informan  

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. 

Informan penelitian adalah suatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), 

yang sifat keadaannya diteliti, (Sukandarumidi, 2002:65). Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi Peran Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Layanan Informasi. Adapun 

informan dalam penelitian ini adalah: 

Tabel 3.1 Informan Penelitian 

No  Nama Jabatan 

1 Adil Trisema Pengelola Pengaduan Publik di Dinas 

Komunikasi dan Informatika Statistik 

Kota Pekanbaru 

2 Adrianus Telaumbanua Analis Informasi Tenaga Bantuan pada 

Dinas Komunikasi dan Informatika 

Statistik Kota Pekanbaru 

3 Renny Mayasari Statistik Ahli Muda pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika Statistik 

Kota Pekanbaru 

4 Yulia Opsi, Roce Maliny, Nazif, 

Azizah 

Pegiat Media Sosial 

5 Cici Miranda, Rizki, Sapparudin Pegiat Sosial 

Sumber: Data Olahan 2021 
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C. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan penelitian adalah Wilayah Kota Pekanbaru Khususnya 

pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, alasan menjadi lokasi 

penelitian karena inggin melihat sejauh mana Instansi dapat bekerja dalam 

Pengelolaan Layanan Informasi terhadap masyarakat atau penerima manfaat di Kota 

Pekanbaru. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, penulis menggunakan 

metode-metode sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan 

penelitian melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung serta peneliti 

terlibat. Dalam penelitian ini pemilihan informan menggunakan teknik 

purposive sampling. Purposive sampling yaitu penentuan sampel berdasarkan 

tujuan tertentu dengan syarat- syarat yang harus dipenuhi (Arikunto, 2010: 

183).  

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan 

informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini 

dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan 

dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2018: 225). Data ini 
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digunakan untuk mendukung infomasi dari data primer yang diperoleh baik dari 

wawancara, maupun dari observasi langsung ke lapangan. Penulis juga 

menggunakan data sekunder hasil dari studi pustaka. Dalam studi pustaka, 

penulis membaca literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian, yaitu  

berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2018:6) Teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Untuk mendapatkan data pada penelitian ini, penulis 

menggunakan cara berikut: 

a. Observasi 

Menurut Sugiyono (2018:204) observasi merupakan kegiatan pemuatan 

penelitian terhadap suatu objek. Apabila dilihat pada proses pelaksanaan 

pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi partisipan dan non-partisipan. 

Jenis observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi non-

partisipan. Dalam melakukan observasi, peneliti memilih hal-hal yang diamati 

dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.  

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah menganalisa Peran 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan  

Layanan Informasi. 
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b. Wawancara  

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara 

bebas terpimpin. Arikunto (2013:199) menjelaskan bahwa wawancara bebas 

terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan 

secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah 

dibuat. Pertanyaan akan berkembang pada saat melakukan wawancara. Peneliti 

mendapatkan informasi langsung dengan dari informan yang telah ditentukan 

oleh peneliti sendiri. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi menurut Sugiyono (2018:329) adalah suatu cara yang 

digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, 

dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang 

dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan 

data kemudian ditelaah.  

 

F. Teknik Analisis Data  

Analisis data menurut Moleong (2011:248) adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan 

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa 

yang dapat diceriterakan pada orang lain.  
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Miles & Huberman (2014:17) menyebutkan bahwa teknik analisis data dalam 

penelitian kualitatif meliputi : 

a. Pengumpulan Data  

Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini 

melibatkan transkrip wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan 

atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang 

berbeda tergantung pada sumber informasi. 

b. Reduksi data (Data Reduction)  

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian 

pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan 

catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan sejak pengumpulan data 

dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, menulis 

memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak 

relevan. 

c. Penyajian Data (Data Display)  

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, cart, 

atau grafis. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, tabel, bagan dan hubungan antar kategori. Melalui penyajian 

data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin 

mudah dipahami.  

 

 



33 

 

 
 

d. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verivication)  

Kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila 

tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan 

berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan 

masalah yang dirumuskan sejak awal.  

Secara skematis proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Reduksi Data 

Gambar3.1  ModelInteraktifMenurut Miles danHuberman (2014) 

Kesimpulan 
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BAB IV 

 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

A. Profil Kota Pekanbaru 

1. Sejarah Kota Pekanbaru 

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat 

itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai 

ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan 

berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki 

yang terletak di tepi muara sungai Siak. 

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan 

Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan 

Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di 

Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan 

perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Masjid 

Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk 

membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis 

tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat 

baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang. 

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 

1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, 

Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan 

34 
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Baharu"selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu 

sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "PEKAN 

BAHARU", yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU. 

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu 

mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut : 

1. SK Kerajaan Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuur van Siak No.1 

tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang 

disebut District. 

2. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh 

seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru. 

3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur 

Militer disebut Gokung, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh Gunco. 

4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Pekanbaru tanggal 27 Mei 1946 No.103 

Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota b. 

UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten 

Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil. 

5. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai 

kota kecil. 

6. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja. 

7. Kepmendagri No. Desember 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959 

Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau. 

8. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya. 



36 

 

 
 

9. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya 

berubah menjadi Kota. 

2. Letak dan Luas Kota Pekanbaru 

Kota Pekanbaru terletak antara 101° 14’ - 101° 34’ Bujur Timur dan 0° 25’- 

0° 45’ Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1987 tanggal 7 

September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 

446,50 km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil 

pengukuran/pematokan dilapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas 

wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km² (http://aldo-shandy.blogspot.com).  

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya 

kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan 

dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta 

kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan 

wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan Perda Kota 

Pekanbaru No. 4 tahun 2016 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan baru menjadi 83 

Kelurahan. 

Adapun kecamatan yang ada di kota Pekanbaru adalah: 

1. Kecamatan tampan 

2. Kecamatan Payung Sekaki 

3. Kecamatan Bukit Raya 

4. Kecamatan Marpoyan Damai 

5. Kecamatan Tenayan Raya 

http://aldo-shandy.blogspot.com/


37 

 

 
 

6. Kecamatan Lima Puluh 

7. Kecamatan Sail 

8. Kecamatan pekanbaru Kota 

9. Kecamatan Suka Jadi 

10. Kecamatan senapelan 

11. Kecamatan Rumbai 

12. Kecamatan Rumbai Pesisir 

3. Batas Wilayah 

Kota pekanbaru berbatasan dengan: 

1. Sebelah Utara : Kab. Siak dan Kab. Kampar 

2. Sebelah Selatan : Kab. Kampar dan Kab. Pelalawan 

3. Sebelah Timur : Kab. Siak dan Kab. Pelalawan 

4. Sebelah Barat : Kab. Kampar 

4. Pemerintahan 

Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau telah berkembang dengan 

pesat dengan kemajuan pembangunan dewasa ini. Secara administrasi Kota 

Pekanbaru dipimpin oleh Walikota dan bertanggungjawab lasung kepada Gubernur 

Kepala Daerah Tingkat I Riau. Kota Pekanbaru didalam melaksanakan roda 

pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap 

permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai perkembangan social ekonomi, 

politik dan lainnya Dalam masyarakat. Keberadaan kota Pekanbaru merupakan dasar 
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dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Perda Kota Pekanbru No. 4 Tahun 2016, 

Kota Pekanbaru dibagi atas 12 (duabelas) Kecamatan yang terdiri dari 83 Kelurahan. 

5. Penduduk dan tenaga kerja 

Masalah penduduk di kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lain di 

Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang 

tidak terkendalikan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian 

kelahiran, menurut tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan 

harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta penggembangan potensi 

penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan. 

Kota pekanbaru merupakan kota berkembang sehingga menjadi kota salah 

satu tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di kota Pekanbaru. Seiring 

semakin banyaknya warga menetap dikota Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru 

harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari 

pendataan warga, penataan rumah penduduk, penyedia lahan pekerjaan, serta 

penyedia Sarana dan Prasarana, baik di sektor kesehatan, sektor pendidikan, tempat 

ibadah dan lainnya. Sehingga kesejahteraan penduduk Kota Pekanbaru tetap terjamin. 

Terjaminnya kesejahteraan penduduk kota Pekanbaru secara tidak lasung 

berpengaruh terhadap keadaan kota Pekanbaru dimana tingkat terjadinya kejahatan 

dapat dikurangi, tercipta ketertiban lingkungan di masyarakat serta terciptanya rasa 

tentram dalam bathin masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. 

Sebagaimana dalam tabel: 
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Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2022 

No. Jenis Kelamin Jumlah 

1. Laki-Laki 559. 917 Jiwa 

2. Perempuan 531. 171 Jiwa 

Jumlah 1.091. 088 Jiwa 

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2022 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa total jumlah penduduk kota 

Pekanbaru dari duabelas (12) kecamatan berjumlah 1.046.566 Jiwa. Masalah 

kependudukan selalu berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan hal ini dapat dilihat 

dari perkembangan kota Pekanbaru yang disertai dengan pertumbuhan jumlah 

penduduk yang setiap tahun bertambah dan hal yang harus diperhatikan adalah 

dengan pesatnya pertumbuhan terhadap penduduk maka hal yang harus seimbang 

adalah dengan ketersedian lapangan pekerjaan yang ada di kota Pekanbaru. 

Pemerintah kota Pekanbaru harus membuka iklim investasi yang baik dimulai 

dari system birokrasi yang tidak berbelit, perlindungan hukum, dna ketersediaan 

lahan untuk investasi sehingga para pelaku dunia usaha baik yang berasal dari negeri 

maupun dari lokal berminat menanamkan modalnya di kota Pekanbaru. Sehingga 

terciptanya lapangan pekerjaan untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang 

sangat besar. Yang secara tidak lasung dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat 

Pekanbaru pada umumnya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pendapatan 

daerah kota Pekanbaru khususnya. 
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B. Profil Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru 

1. Sejarah Dinas Komunikasi, Informatika Kota Pekanbaru 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau mempunyai tugas 

membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam 

melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi 

Riau menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan pada: 

1. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi 

Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur E-Government, Bidang Layanan 

E-Government, Bidang Statistik, Bidang Persandian;  

2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan 

Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur E-Government, 

Bidang Layanan E-Government, Bidang Statistik, Bidang Persandian;  

3. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi 

Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur E-Government, Bidang Layanan 

E-Government, Bidang Statistik, Bidang Persandian;  

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

2. Visi dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika Kota Pekanbaru 

a. Visi 

Terwujudnya layanan Komunikasi, Informatika dan Statistik yang handal 

dan berdaya saing.  
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b. Misi 

Mewujudkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good 

governance), efektif dan efesien, profesional, transparan dan akuntabel. 

3. Tugas, Fungsi dan Tata Kerja  

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau merupakan unsur 

pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau di pimpin oleh Kepala Dinas 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui 

Sekretaris Daerah.Berdasarkan peraturan Gubernur Riau Nomor 78 Tahun 2016, 

tentang urian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Provinsi Riau adalah sebagai berikut:  

a. Kepala Dinas  

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau 

mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada Bidang 

Komunikasi, Informatika dan Statistik.  

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika 

dan Statistik Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi rumusan kebijakan, 

pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan 

administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Gubernur 

terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Provinsi Riau. 
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b. Sekretaris  

Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan 

evaluasi pada Sub bagian Perencanaan Program, Sub bagian Keuangan, 

Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Sub bagian 

Kepegawaian dan Umum. 

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:  

1) Penyusunan program kerja dan rencana operasinal pada 

Sekretariat;  

2) Penyelenggaraan koordinasi, fasilitas dan memeriksa hasil 

pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;  

3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas sesuai dengan tugas yang telah di laksanakan kepada Kepala 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan  

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri atas:  

1) Subbagian Perencanaan Program;  

2) Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dan Pengelolaan 

Barang Milik Daerah;  

3) Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum.  

c. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik  

Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas 

melakukan koordinasi, fasilitas dan evaluasi pada Seksi Komunikasi 
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Informasi, Seksi Diseminasi Informasi, Seksi Multimedia dan 

Dokumentasi.  

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:  

1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 

Informasi dan Komunikasi Publik; 

2) Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 

pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Informasi dan 

Komunikasi Publik;  

3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas sesuai dengan tugas yang telah di laksanakan kepada Kepala 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan  

4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya.  

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari:  

1) Kepala Seksi Komunikasi Informasi  

2) Kepala Seksi Diseminasi Informasi  

3) Kepala Seksi Multimedia dan Dokumentasi. 

d. Kepala Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur E-Government  

Kepala Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur E-Government 

mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi 

Infrastruktur dan Teknologi, Seksi Internet dan Intranet. 
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1) Melaksanakan fungsinya sebagai penyusunan program kerja dan 

rencana operasional pada Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur E-

Government :  

2) Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 

pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengelolaan dan 

Infrastruktur E-Government;  

3) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya.  

4) Bidang Pengelolaan dan Infrastrktur E-Government terdiri dari:  

5) Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi;  

6) Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Interoperabilitas; 

7) Kepala Seksi Internet dan Intranet. 

e. Kepala Bidang Layanan E-Government  

Kepala Bidang Layanan E-Government mempunyai tugas melakukan 

koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pengembangan Aplikasi 

Pemerintah, Seksi Pengembangan Aplikasi Publik, dan Seksi Tata Kelola 

E-Government.  

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang menyelenggarakan 

penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Layanan 

E-Government:  

1) Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, dan memeriksa hasil 

pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Layanan E-Government;  
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2) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas sesuai dengan tugas yang telah di laksanakan kepada Kepala 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;dan  

3) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya.  

Bidang Layanan E-Government terdiri dari:  

1) Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintah;  

2) Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Publik;  

3) Kepala Seksi Tata Kelola E-Government.  

f. Kepala Bidang Statistik  

Kepala Bidang Statistik mempunyai tugas melakukan kordinasi, 

fasilitas dan evaluasi pada Seksi Pendataan, Seksi Pengolahan dan 

Analisis Data, Seksi Penyajian Data dan Informasi.  

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Statistik menyelenggarakan 

fungsinya dengan:  

1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang 

Statistik;  

2) Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 

pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Statistik; 

3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas sesuai dengan tugas yang telah di laksanakan kepada Kepala 

Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik;dan  
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4)  Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya.  

Bidang persandian terdiri dari:  

1) Kepala Seksi Tata Kelola Persandian;  

2) Kepala Seksi Operasinal Pengamanan Persandian; 

3) Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian 

g. Susunan Organisasi  

Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, 

terdiri atas:  

1) Kepala Dinas  

2) Sekretaris  

3) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik  

4) Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur E-Government  

5) Bidang Layanan E-Government  

6) Bidang Statistik  

7) Bidang Persandian  

8) Unit Pelaksanaan Teknis dan Media Center  

9) Unit Pelaksanaan Teknis Komisi Informasi Provinsi Riau  

10) Unit Pelaksanaan Teknis Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. 
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4. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan 

Persandian 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini berupa deskripsi mengenai 

Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru Dalam Membangun 

Komunikasi Publik. Pada bab ini, dipaparkan mengenai hal-hal yang menjadi temuan 

di lapangan, diperoleh melalui proses pengumpulan data dengan studi observasi, 

Wawancara, dan data yang diambil secara tidak struktur dari beberapa kegiatan yang 

telah dilakukan. 

A. Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota pekanbaru Dalam Pengelolaan  

Layanan Informasi 

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum menggunakan instrumen 

hukum sebagai landasan tindakan dan perbuatan penguasa maupun warga 

negaranya, sehingga dasar legalitasinya berdasarkan hukum tertulis maupun 

hukum tidak tertulis. Negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar 

kekuasaan, negara dan penyelenggara kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya 

serta menggunakan hukum dalam menjamin keadilan bagi warga negaranya. 

Good governance akan dapat terlaksana sepenuhnya apabila ada 

keinginan-keinginan kuat (political will) penyelenggara pemerintah dan 

penyelenggara Negara untuk berpegang teguh pada peraturan perundangan dan 

kepatutan. Namun yang juga sangat mendasari dan kerelaan para penyelenggara 

pemerintahan serta penyelenggara Negara untuk bersedia dikontrol dan diawasi ; 

baik secara internal maupun eksternal. 
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Asas Penyelenggara Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam 

Undang–Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah terdapat pada 

pasal 58, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas 

penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri dari atas: 

a. Kepastian Hukum 

b. Tertip Penyelenggara Negara 

c. Kepentingan Umum 

d. Keterbukaan 

e.  Proporsionalitas 

f. Profesionalitas 

g. Akuntabilitas 

h.  Efesiensi 

i. Efektifitas, dan 

j. Keadilan 

 

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelolah, 

dikirim, dan / atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan 

penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan / atau penyelenggara dan 

penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan UU No 14 Tahun 

2008 tentang keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan 

dengan kepentingan public. Maka dengan penelitian ini peneliti berharap dapat 

memberikan pemikiran yang baru tentang Peran Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota pekanbaru Dalam Pengelolaan  Layanan Informasi dengan menggunakan 

indikator: 

1. Stabilisator 

Peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu 

gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta 
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kesatuan dan persatuan bangsa.. Oleh karena itu, tahap pertama dalam peran adalah 

kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui 

pendidikan, pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang bertahap tetapi 

berkesinambungan.Berikut sub indikator yang peneliti gunakan: 

a) Peningkatan pengetahuan  serta kemampuan dalam menjalankan peran 

Berikut jawaban yang didapatkan dilapangan terkait dengan tema 

penelitian yang telah peneliti lampirkan diatas selaku Adrianus Telaumbanua 

(Analis Informasi Tenaga Bantuan) pada Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Pekanbarumemberikan jawaban sebagai berikut: 

“Dalam menjalankan peran dan tugas yang diberikan tentu tidak lepas 

dari kemampuan staff. Dibalik itu dapat menambah pengetahuan dari 

setiap peran yang dijalankan”. (wawancara peneliti kepada Bapak 

Adrianus Telaumbanua,   Tanggal 27 Mei 2022) 

 

Pernyataan dari Bapak Adrianus Telaumbanua selaku (Analis 

Informasi Tenaga Bantuan) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Pekanbarudiatas didukung dengan hasil jawaban dari Statistik Ahli Muda 

pada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru adalah sebagai 

berikut: 

“Tidak ada yang salah karena memang benar apa yang dikatakan 

Bapak Adrianus Telaumbanua bahwasanya dalam menjalankan peran 

itu sudah termasuk meningkatkan pengetahuan serta  kemampuan”. 

(wawancara peneliti kepada Ibu Renny Mayasari, Tanggal 27 Mei 

2022) 

 

Penyataan dari Bapak Adrianus Telaumbanua,  Ibu Renny Mayasari  

diatas didukung dengan hasil jawaban dari Adil Trisema selaku Pengelola 
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Pengaduan Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Kota 

Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

“Selaku petugas yang kesibukan sehari-harinya bekerja sebagai 

Pengelola Pengaduan Publik sudah banyak pengetahuan dan 

kemampuan yang didapatkan dan sudah dapat mengatasi 

permasalahan yang ada dibidangnya”. (wawancara peneliti kepada 

Ibu Renny Mayasari,  Tanggal 27 Mei 2022) 

 

Penyataan dari Bapak Adrianus Telaumbanua, Ibu Renny Mayasari, 

dan Adil Trisema diatas didukung dengan hasil jawaban dari Ibu Yulia 

Opesiselaku Masyarakat (1) yang mengetahui atau memahami tema dan 

kejadian yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Tentunya pihak Dinas Komunikasi dan Informatika kota pekanbaru 

sudah berusaha memberikan yang terbaik, buktinya saja sejauh ini 

saya tidak mengetahui bawahsanya peran instansi kominfo itu apa 

saja, seiringnya pandemi ini yang sudah berjalan hamper 2 tahun 

dapat diketahui bahwa peran Dinas Komunikasi dan Informatika kota 

pekanbaru itu adalah sebagai pemberi informasi yang berkiatan 

dengan teknologi”. (wawancara dilakukan pada  Tanggal 2 Juni 2022) 

 

Penyataan dari Bapak Adrianus Telaumbanua,  Ibu Renny Mayasari, 

Adil Trisema, dan  Ibu Yulia Opesi diatas didukung dengan hasil jawaban dari 

Ibu Roce Maliny selakuMasyarakat (2) yang mengetahui atau memahami 

tema dan kejadian yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Secara eksternal kemampuan dan pengetahuan pihak Dinas 

Komunikasi dan Informatika kota pekanbaru masih kurang baik, 

kenapa saya bilang demikian contohnya saja pada pandemi itu berita 

atau informasi yang disaring kurang terpercaya”.(wawancara 

dilakukan pada  Tanggal 2 Juni 2022) 

 

Penyataan dari Bapak Adrianus Telaumbanua,  Ibu Renny Mayasari, 

Adil Trisema, Ibu Yulia Opesi, dan  Ibu Roce Maliny diatas didukung dengan 
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hasil jawaban dari Bapak Nazif selaku Masyarakat (3) yang mengetahui atau 

memahami tema dan kejadian yang ada pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

“Pihak Dinas Komunikasi dan Informatika kota pekanbaru dalam 

menjalankan peran pengetahuan serta kemampuan seperti kurang baik 

saja jiika dilihat”. (wawancara dilakukan pada  Tanggal 2 Juni 2022) 

 

Demikian hasil wawancara dengan Bapak Adrianus Telaumbanua,  Ibu 

Renny Mayasari, Adil Trisema, Ibu Yulia Opesi, Ibu Roce Maliny dan 

Bapak Nazif menunjukan bahwa masih terdapat beberapa penilan yang 

kurang baik dari masyarakat tentang pengetahuan serta kemampuan 

Kominfo Kota Pekanbaru dalam menjalankan perannya. 

2. Inovator 

Dalam memainkan peran selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan 

harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar 

efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan 

(legitimacy) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, 

misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan 

umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada 

masyarakat. Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah, penerapan 

inovasi dilakukan dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya 

konsepsional, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja. Berikut sub indikator yang 

peneliti gunakan: 
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a) Adanya inovasi yang dikembangkan 

Berikut jawaban yang didapatkan dilapangan terkait dengan tema 

penelitian yang telah peneliti lampirkan diatas selaku Adrianus Telaumbanua 

(Analis Informasi Tenaga Bantuan) pada Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Pekanbaru memberikan jawaban sebagai berikut: 

“Setiap tahun biasanya kita ada inovasi yang dikembangkan, inovasi 

tersebut berkaitan dengan pengembangan aplikasi publik dan yang 

lainnya yang dianggap penting untuk di bahas maka kita akan lakukan 

koordinasi dengan pihak-pihak yang tekait terlebih dahulu”. 

(wawancara dilakukan pada  Tanggal 27 Mei 2022) 

 

Pernyataan dari Bapak Adrianus Telaumbanua selaku Adrianus 

Telaumbanua (Analis Informasi Tenaga Bantuan) pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Pekanbarudiatas didukung dengan hasil jawaban dari 

Statistik Ahli Muda pada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

“Di tahun 2021 kita sudah mengembangkan inovasi membuat 

terobosan terbaru dan bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemko) 

Pekanbaru yang dinamakan dengan “Pekanbaru Dalam Genggaman” 

sistem informasi yang menghimpun seluruh aplikasi layanan dan 

informasi publik yang ada di jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru. 

Dengan aplikasi ini masyarakat tidak perlu banyak mengunduh 

berbagai aplikasi dari tiap OPD Cukup dengan satu aplikasi yang 

disebut Pekanbaru Dalam Genggaman, semua layanan digital yang 

ada di Pemko Pekanbaru dapat dinikmati”. (wawancara peneliti 

kepada Ibu Renny Mayasari, Tanggal 27 Mei 2022) 

 

Penyataan dariBapak Adrianus Telaumbanua, Ibu Renny Mayasari  

diatas didukung dengan hasil jawaban dari Adil Trisema selaku Pengelola 
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Pengaduan Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Kota 

Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

“Terobosan dan inovasi yang kita kembangkan di tahun 2021 dinamai 

dengan “Pekanbaru Dalam Genggaman”  yang sebentar lagi akan 

dapat diakses sistem ini memudahkan seluruh kalangan masyarakat, 

terutama masyarakat Kota Pekanbaru, Riau, maupun nasional, untuk 

mengakses informasi atau mendapatkan layanan dari Pemerintah 

Kota Pekanbaru. Diantaranya, urusan perizinan, non perizinan, 

pengurusan identitas kependudukan, mendapatkan informasi investasi, 

ekonomi, perpajakan, retribusi, pendidikan, perdagangan, kesehatan, 

kepariwisataan hingga urusan kepegawaian. Tak hanya itu, aplikasi 

ini juga menyediakan layanan CCTV Kota Pekanbaru dan informasi 

publik lainnya”. (wawancara peneliti kepada Ibu Renny Mayasari, 

Tanggal 27 Mei 2022) 

 

Penyataan dari Bapak Adrianus Telaumbanua,  Ibu Renny Mayasari, 

dan Adil Trisema diatas didukung dengan hasil jawaban dari Bapak 

Sapparudin selaku Masyarakat (4) yang mengetahui atau memahami tema dan 

kejadian yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Katanya ada terobosan baru yang akan hadir ditengah-tengah era 

digital dan didukung dengan masa pandemi yaitu untuk memberikan 

kemudahan kepada masyarakat agar mudah dikases”. (wawancara 

dilakukan pada  Tanggal 25Rabu Mei 2022) 

 

Penyataan dari Bapak Adrianus Telaumbanua,  Ibu Renny Mayasari, 

Adil Trisema, dan  Bapak Sapparudindiatas didukung dengan hasil jawaban 

dari Ibu Roce Maliny selaku Masyarakat (2) yang mengetahui atau memahami 

tema dan kejadian yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Belum ada mendegar bahwasanya ada terobosan atau inovasi baru 

setelah pandemi dari Dinas Komunikasi dan Informatika kota 

pekanbaru”.(wawancara dilakukan pada  Tanggal 2 Juni 2022) 
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Penyataan dari Bapak Adrianus Telaumbanua,  Ibu Renny Mayasari, 

Adil Trisema, Ibu Yulia Opesi, dan  Ibu Roce Maliny diatas didukung dengan 

hasil jawaban dari Ibu Azizah selaku Masyarakat (7) yang mengetahui atau 

memahami tema dan kejadian yang ada pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

“Ada inovasi kerjasama pemerintah Kota Pekanbaru dengan Dinas 

Komunikasi dan Informatika kota pekanbaru untuk lebih dalam dapat 

diakses di playstore dengan nama “Pekanbaru Dalam Genggaman” 

berbagai informasi didapatkan disana, dikarenakan ini merupakan 

aplikasi terbilang masih baru mungkin makanya kendala dan 

hambatan seperti lamanya terbuka aplikasi setelah didownload dll 

sebagainya”. (wawancara dilakukan pada  Tanggal 2 Juni 2022) 

 

Demikian hasil wawancara dengan Bapak Adrianus Telaumbanua,  Ibu 

Renny Mayasari, Adil Trisema, Bapak Sapparudin, Ibu Roce Maliny dan Ibu 

Azizah menunjukan bahwa terdapat inovasi dan terobosan baru untuk 

memberikan kemudahan kepada masyarakat, terobosan atau inovasi tersebut 

merupakan hasil dari kerjasama beberapa instansi Pemerintah Kota Pekanbaru 

dengan nama “Pekanbaru Dalam Gengaman” aplikasi ini nantiknya memuat 

berbagai kegiatan dimulainya dari urusan perizinan, non perizinan, 

pengurusan identitas kependudukan, mendapatkan informasi investasi, 

ekonomi, perpajakan, retribusi, pendidikan, perdagangan, kesehatan, 

kepariwisataan hingga urusan kepegawaian. Berdasarkan hasil jawaban yang 

didapatkan di masyarakat maka dapat dianalisa bahwa inovasi ini tidak semua 

masyarakat mengetahuinya artinya program ini terbilang baru dan belum ada 

di sosialisasikan kepada masyarakat. 
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b) Prosedur dan metode yang dikerjakan 

Berikut jawaban yang didapatkan dilapangan terkait dengan tema 

penelitian yang telah peneliti lampirkan diatas selaku Adrianus Telaumbanua 

(Analis Informasi Tenaga Bantuan) pada Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Pekanbarumemberikan jawaban sebagai berikut: 

“Prosedur dan metode yang dikerjakan dalam inovasi ini tentu tidak 

luput dari peran instansi yang lainnya juga, apalagi didalam aplikasi 

tersebut terdapat berbagai macam informasi seputar Kota Pekanbaru 

dari mulai pertumbuhan ekonomi lowongan kerja ini tentu harus 

bekerjasama kepada Disnaker Kota Pekanbaru untuk lebih tau”. 

(wawancara peneliti kepada Bapak Adrianus Telaumbanua,   Tanggal 

27 Mei 2022) 

Pernyataan dari Bapak Adrianus Telaumbanua selaku Adrianus 

Telaumbanua (Analis Informasi Tenaga Bantuan) pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Pekanbarudiatas didukung dengan hasil jawaban dari 

Statistik Ahli Muda pada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

“Metode yang kita kerjakan dalam membuat inovasi atau terobosan 

baru adalah dengan menguji kelayakan seperti mobile broad band 

Kemenkominfo sebagai regulator berupaya mendorong penyelenggara 

layanan telekomunikasi untuk terus memperluas  layanan 4G LTE 

agar dapat diakses di seluruh wilayah Indonesia”. (wawancara 

peneliti kepada Ibu Renny Mayasari, Tanggal 27 Mei 2022) 

 

Penyataan dari Bapak Adrianus Telaumbanua, Ibu Renny Mayasari  

diatas didukung dengan hasil jawaban dari Adil Trisema selaku Pengelola 

Pengaduan Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Kota 

Pekanbaru adalah sebagai berikut: 
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“Prosedur dan metode yang dikerjakan itu merupakan tugas dibagian 

teknologi baik pembuat aplikasi dan yang lainnya, orang-orang yang 

bertugas tersebut ahli didalam bidangnya dan bekerja dibagian dalam 

ruangan, yang kita ketahui pertama yang paling penting dalam 

teknologi atau informasi yang disalurkan didalam media massa itu 

pentingnya ada dibagian akses internet”. (wawancara peneliti kepada 

Ibu Renny Mayasari, Tanggal 27 Mei 2022) 

 

Penyataan dari Bapak Adrianus Telaumbanua,  Ibu Renny Mayasari, 

dan Adil Trisema diatas didukung dengan hasil jawaban dari Bapak 

Sapparudin selaku Masyarakat (4) yang mengetahui atau memahami tema dan 

kejadian yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Prosedur dan metode yang dikerjakan pastinya ahli dibidangnya, 

sekelas pemerintah mana boleh memperkerjakan sembarang orang”. 

(wawancara dilakukan pada  Tanggal 25 Rabu Mei 2022) 

 

Penyataan dari Bapak Adrianus Telaumbanua,  Ibu Renny Mayasari, 

Adil Trisema, dan  Bapak Sapparudindiatas didukung dengan hasil jawaban 

dari Ibu Roce Maliny selaku Masyarakat (2) yang mengetahui atau memahami 

tema dan kejadian yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Masyarakat tidak mengetahui hal demikian karena bisa saja itu 

merupakan kerahasiaan perusahaan atau instansi, yang saya pikir 

bekerja dibalik layar informasi yang disebar luaskan melalui media 

massa atau teknologi yang bersumber dari kominfo Kota Pekanbaru 

itu merupakan orang-orang pilihan yang memiliki keahlian dan 

dikembangkan sehingga dibentuklah sebuah aplikasi dll 

sebagainya”.(wawancara dilakukan pada  Tanggal2 Juni 2022) 

 

Penyataan dari Bapak Adrianus Telaumbanua,  Ibu Renny Mayasari, 

Adil Trisema, Ibu Yulia Opesi, dan  Ibu Roce Maliny diatas didukung dengan 

hasil jawaban dari Bapak Nazif selaku Masyarakat (3) yang mengetahui atau 
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memahami tema dan kejadian yang ada pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

“Pentingnya suatu metode dan prosedur dalam pembuatan aplikasi 

dan yang berkaitan dengan kominfo saya rasa adalah pihak kominfo 

Kota Pekanbaru menyesuaikan dengan standar akses internet yang 

ada”. (wawancara dilakukan pada  Tanggal 2 Juni 2022) 

 

Demikian hasil wawancara dengan Bapak Adrianus Telaumbanua,  Ibu 

Renny Mayasari, Adil Trisema, Bapak Sapparudin, Ibu Roce Maliny dan 

Bapak Nazif menunjukan bahwa terdapat proses dan metode yang 

dikerjakan dalam membuat aplikasi sebelum ditampilkan kepada 

masyarakat, masyarakat memberikan jawaban serupa yaitu metode dan 

prosedur bisa saja terdapat didalam pembuatan aplikasi atau yang lainnya, 

dikarenakan pentingnya suatu metode dan prosedur dalam pembuatan 

aplikasi. 

3. Modernisator 

Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, 

diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, 

diperlukan antara lain: penguasan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran 

manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki 

nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan 

sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan 

demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga 

berorientasi pada masa depan. Berikut sub indikator yang peneliti gunakan: 
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a) Adanya pengetahuan ilmu pemerintahan 

Berikut jawaban yang didapatkan dilapangan terkait dengan tema 

penelitian yang telah peneliti lampirkan diatas selaku Adrianus Telaumbanua 

(Analis Informasi Tenaga Bantuan) pada Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Pekanbarumemberikan jawaban sebagai berikut: 

“Sebagai modernisator pemerintah berkewajiban membawa 

perubahan-perubahan ke arah pembaharuan masyarakat. Pemerintah 

berusaha menciptakan atau menfasilitasi suasana yang tertib, nyaman 

dan aman, termasuk  menfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana 

pembangunan. Pemerintah harus mampu menunjukkan contoh-contoh 

nyata dan mendorong masyarakat untuk mengikuti contoh tersebut 

melalui tindakan nyata jika memang contoh tersebut bermanfaat”. 

(wawancara peneliti kepada Bapak Adrianus Telaumbanua,   Tanggal 

27 Mei 2022) 

 

Pernyataan dari Bapak Adrianus Telaumbanua selaku Adrianus 

Telaumbanua (Analis Informasi Tenaga Bantuan) pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Pekanbarudiatas didukung dengan hasil jawaban dari 

Statistik Ahli Muda pada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

“Sejauh ini pemerintah atau Kominfo Kota Pekanbaru sudah 

memberikan yang terbaik yaitu memberikan kemudahan kepada 

masyarakat agar mudah diakses setiap informasi yang disampaikan, 

sehingga masyarakat tidak lagi mengeluh atau kesulitan untuk 

mendapatkan informasi”. (wawancara peneliti kepada Ibu Renny 

Mayasari, Tanggal 27 Mei 2022) 

 

Penyataan dariBapak Adrianus Telaumbanua, Ibu Renny Mayasari  

diatas didukung dengan hasil jawaban dari Adil Trisema selaku Pengelola 
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Pengaduan Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Kota 

Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

“Dapat dikatakan pemerintah atau Kominfo Kota Pekanbaru sudah 

menfasilitasi sarana dan prasarana untuk masyarakat Kota Pekanbaru 

dan tidak hanya itu masyarakat yang berada diluar Kota Pekanbaru 

juga sudah dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan Kota 

Pekanbaru terobosan tersebut dinamai dengan “Pekanbaru Dalam 

Gengaman”. (wawancara peneliti kepada Ibu Renny Mayasari, 

Tanggal 27 Mei 2022) 

 

Penyataan dari Bapak Adrianus Telaumbanua,  Ibu Renny Mayasari, 

dan Adil Trisema diatas didukung dengan hasil jawaban dari Bapak 

Sapparudin selaku Masyarakat (4) yang mengetahui atau memahami tema dan 

kejadian yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Setau saya baru-baru ini terobosan yang katanya semua akses 

seputar Pekanbaru dapat diakses disana, nyatanya hanya saya 

gunakan satu kali setelahnya saya tidak menggunakan lagi karena 

saya rasa kurang aptude informasi yang ada disana”. (wawancara 

dilakukan pada  Tanggal 25 Rabu Mei 2022) 

 

Penyataan dari Bapak Adrianus Telaumbanua,  Ibu Renny Mayasari, 

Adil Trisema, dan  Bapak Sapparudindiatas didukung dengan hasil jawaban 

dari Ibu Roce Maliny selaku Masyarakat (2) yang mengetahui atau memahami 

tema dan kejadian yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Pemerintah Kota Pekanbaru berupaya memberikan yang terbaik 

dengan menghadirkan terobosan-terobosan baru di era pandemi ini¸ 

terobosan tersebut diperkirakan dapat membantu kesulitan 

masyarakat untuk mendapatkan informasi seputar Kota Pekanbaru, 

kurang atau tidak aptudenya informasi yang disampaikan sekiranya 

lebih baik di buat kotak saran atau masukan pada aplikasi dan ini 

merupakan masukan dari masyarakat yang mengharapkan Kota 

Pekanbaru dan pemerintah Kota Pekanbaru bersinergi untuk 
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membangun Kota Pekanbaru kearah yang lebih baik”.(wawancara 

dilakukan pada  Tanggal 2 Juni 2022) 

 

Penyataan dari Bapak Adrianus Telaumbanua,  Ibu Renny Mayasari, 

Adil Trisema, Ibu Yulia Opesi, dan  Ibu Roce Maliny diatas didukung dengan 

hasil jawaban dari Bapak Nazif selaku Masyarakat (3) yang mengetahui atau 

memahami tema dan kejadian yang ada pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

“Pemerintah sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

di tengah-tengah getidrnya pandemi saat ini, yaitu pemerintah Kota 

membuat terobosan baru yang sekali diakses sudah dapat banyak 

pengetahuan yang diingginkan. Namun, terobosan baru tersebut tidak 

sedikit masyarakat menyabut dengan gembira bahkan masyarakat 

mengunjingkan dengan kalimat bukan saatnya pemerintah berlomba 

untuk menampilkan keahlian dan kepandaian walapun itu penting 

karena saat ini pemerintah lebih baik memperhatikan kesejahteraan 

masyarakatnya karena masih banyak masyarakat yang kelaparan 

imbasnya pandemi, karena tidak semua di era saat ini mengguankan 

semartphone dan nyatanya ada dan masih banyak masyarakat yang 

akan buntu dari akses internet”.(wawancara dilakukan pada  Tanggal 

2 Juni 2022) 

 

Demikian hasil wawancara dengan Bapak Adrianus Telaumbanua,  Ibu 

Renny Mayasari, Adil Trisema, Bapak Sapparudin, Ibu Roce Maliny dan 

Bapak Nazif menunjukan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Pekanbaru memiliki penguasan ilmu pengetahuan yang baik yaitu dibuktikan 

dengan adanya terobosan atau inovasi sejauh ini dan juga sudah banyak 

dirasakan manfaat dari informasi yang disampaikan dimulai dari wabah atau 

pandemi covid-19 yang melanda khususnya di Kota Pekanbaru, masyarakat 

bersepekulasi bahwa kurangnya pengetahuan yang dimiliki dibagian 
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pengembangan aplikasi hal ini dikarenakan inovasi atau wancana yang dibuat 

tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

b) Adanya kemampuan dan kemahiran manajerial  

Berikut jawaban yang didapatkan dilapangan terkait dengan tema 

penelitian yang telah peneliti lampirkan diatas selaku Adrianus Telaumbanua 

(Analis Informasi Tenaga Bantuan) pada Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Pekanbarumemberikan jawaban sebagai berikut: 

“Pemerintah Kota atau Kominfo yang bergerak untuk membangun 

Kota Pekanbaru yaitu harus memiliki keterampilan untuk mengatur 

mengoordinasikan dan menggerakkan para bawahan ke arah 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan organisasi. Adapun jumlah 

pegawai yang berstatus sebagai pegawai Negeri Sipilsebanyak 36 

orang dan Tenaga Harian Lepas berjumlah 55 orang dengan total 91 

karyawan pada Kominfo Kota Pekanbaru”. (wawancara peneliti 

kepada Bapak Adrianus Telaumbanua,   Tanggal 27 Mei 2022) 

 

Pernyataan dari Bapak Adrianus Telaumbanua selaku Adrianus 

Telaumbanua (Analis Informasi Tenaga Bantuan) pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Pekanbarudiatas didukung dengan hasil jawaban dari 

Statistik Ahli Muda pada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

“Saya mendegar kabar bahwa akan ada terobosan baru yang 

bekerjasama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru yang lainnya 

terobosan ini merupakan wancana dari walikota langsung peran 

kepercayaan diberikan sepenuhnya kepada Kominfo, dan saya juga 

ikut serta dalam rapat tersebut”. (wawancara peneliti kepada Ibu 

Renny Mayasari, Tanggal 27 Mei 2022) 

 

Penyataan dariBapak Adrianus Telaumbanua, Ibu Renny Mayasari 

diatas didukung dengan hasil jawaban dari Adil Trisema selaku Pengelola 
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Pengaduan Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Kota 

Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

“Kepala Kominfo akan membahas tindak lanjut dari hasil rapat 

walikota Pekanbaru kepada staff yang kompeten dibidangnya”. 

(wawancara peneliti kepada Ibu Renny Mayasari, Tanggal 27 Mei 

2022) 

 

Penyataan dari Bapak Adrianus Telaumbanua,  Ibu Renny Mayasari, 

dan Adil Trisema diatas didukung dengan hasil jawaban dari Bapak 

Sapparudin selaku Masyarakat (4) yang mengetahui atau memahami tema dan 

kejadian yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Kurang efektifnya sbuah informasi yang disampaikan pihak Kominfo  

apakah dapat disalahkan karena kurangnya kemahiran manajerial 

atasan atau memang kesalahan teknis dll, hal ini diharapkan segera 

ada perbaikan”. (wawancara dilakukan pada  Tanggal 25 Rabu Mei 

2022) 

Penyataan dari Bapak Adrianus Telaumbanua,  Ibu Renny Mayasari, 

Adil Trisema, dan  Bapak Sapparudindiatas didukung dengan hasil jawaban 

dari Ibu Roce Maliny selaku Masyarakat (2) yang mengetahui atau memahami 

tema dan kejadian yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Kominfo sudah memberikan yang terbaik begitu juga dengan 

kemahiran manajerial dalam organisasi kesalahan atau hambatan 

merupakan suatu hal yang wajar dalam pelaksanaan”.(wawancara 

dilakukan pada  Tanggal 2 Juni 2022) 

 

Penyataan dari Bapak Adrianus Telaumbanua,  Ibu Renny Mayasari, 

Adil Trisema, Ibu Yulia Opesi, dan  Ibu Roce Maliny diatas didukung dengan 

hasil jawaban dari Bapak Nazif selaku Masyarakat (3) yang mengetahui atau 
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memahami tema dan kejadian yang ada pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

“Pastinya ada kemahiran manajerial atasan pada bawahan semuanya 

butuh proses untuk mendapatkan hasil yang maksimal”.(wawancara 

dilakukan pada  Tanggal 2 Juni 2022) 

 

Demikian hasil wawancara dengan Bapak Adrianus Telaumbanua,  Ibu 

Renny Mayasari, Adil Trisema, Bapak Sapparudin, Ibu Roce Maliny dan 

Bapak Nazif menunjukan bahwa terdapat kemampuan dan kemahiran 

manajerial selaku atasan dalam membina staff hal ini terbukti sejauh yang 

diketahui pelaksanaan berjalan dengan baik, beberapa masyarakat juga 

meyakini bahwa atasan dapat membina bawahannya dalam bekerja, diluar 

dari kendala dan hambatan dalam pelaksanaan masyarakat menyakini bahwa 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru dapat mengatasinya. 

c) Adanya visi yang jelas  

Berikut jawaban yang didapatkan dilapangan terkait dengan tema 

penelitian yang telah peneliti lampirkan diatas selaku Adrianus Telaumbanua 

(Analis Informasi Tenaga Bantuan) pada Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Pekanbarumemberikan jawaban sebagai berikut: 

“Visi Kominfo sudah jelas ia pada ruangan sudah dapat kita temui 

yaitu memiliki Visi Terwujudnya layanan Komunikasi, Informatika dan 

Statistik yang handal dan berdaya saing”. (wawancara peneliti 

kepada Bapak Adrianus Telaumbanua,   Tanggal 27 Mei 2022) 

 

Pernyataan dari Bapak Adrianus Telaumbanua selaku Adrianus 

Telaumbanua (Analis Informasi Tenaga Bantuan) pada Dinas Komunikasi dan 
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Informatika Kota Pekanbarudiatas didukung dengan hasil jawaban dari 

Statistik Ahli Muda pada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

“Visi Kominfo jelas yaitu mengedepankan teknologi dengan 

menyesuaikan arus era digital yang semakin pesat”. (wawancara 

peneliti kepada Ibu Renny Mayasari, Tanggal 27 Mei 2022) 

 

Penyataan dariBapak Adrianus Telaumbanua, Ibu Renny Mayasari  

diatas didukung dengan hasil jawaban dari Adil Trisema selaku Pengelola 

Pengaduan Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Kota 

Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

“Visi jelas yaitu untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat 

yang dapat diakses dari mana saja”. (wawancara peneliti kepada Ibu 

Renny Mayasari, Tanggal 27 Mei 2022) 

 

Penyataan dari Bapak Adrianus Telaumbanua,  Ibu Renny Mayasari, 

dan Adil Trisema diatas didukung dengan hasil jawaban dari Bapak 

Sapparudin selaku Masyarakat (4) yang mengetahui atau memahami tema dan 

kejadian yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Tidak tau saya Visi Kominfo apa saja. Namun, sejauh ini dengan 

hadirnya terobosan baru yang dapat memberikan kemudahan kepada 

masyarakat dengan mengaksesnya harapan kedepannya adalah dapat 

berdaya saing”. (wawancara dilakukan pada  Tanggal 25 Rabu Mei 

2022) 

 

Penyataan dari Bapak Adrianus Telaumbanua,  Ibu Renny Mayasari, 

Adil Trisema, dan  Bapak Sapparudindiatas didukung dengan hasil jawaban 

dari Ibu Roce Maliny selaku Masyarakat (2) yang mengetahui atau memahami 

tema dan kejadian yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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“Saya rasa pasti memiliki Visi yang jelas dikarenakan ini merupakan 

wancana dari pihak atasan atau Pemerintah Kotanya langsung 

”.(wawancara dilakukan pada  Tanggal 2 Juni 2022) 

 

Penyataan dari Bapak Adrianus Telaumbanua,  Ibu Renny Mayasari, 

Adil Trisema, Ibu Yulia Opesi, dan  Ibu Roce Maliny diatas didukung dengan 

hasil jawaban dari Bapak Nazif selaku Masyarakat (3) yang mengetahui atau 

memahami tema dan kejadian yang ada pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

“Visinya jelas pelaksanaanya yang kurang, jadi lebih baik 

direncanakan dari jauh hari agar pelaksanaanya sesuai dan dapat 

berdaya saing”.(wawancara dilakukan pada  Tanggal 2 Juni 2022) 

Demikian hasil wawancara dengan Bapak Adrianus Telaumbanua,  Ibu 

Renny Mayasari, Adil Trisema, Bapak Sapparudin, Ibu Roce Maliny dan 

Bapak Nazif menunjukan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Pekanbaru memiliki Visi yang jelas dalam membangun Kota Pekanbaru 

kearah yang lebih baik lagi didukung dengan sumber daya yang dimiliki di era 

digital saat ini. 

4. Pelopor 

Selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (role model) bagi seluruh 

masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan dalam bekerja 

seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, 

kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan 

kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan Negara.Berikut sub indikator yang 

peneliti gunakan: 
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a) Adanya keadilan dan kedisiplinan dalam menjalankan peran 

Berikut jawaban yang didapatkan dilapangan terkait dengan tema 

penelitian yang telah peneliti lampirkan diatas selaku Adrianus Telaumbanua 

(Analis Informasi Tenaga Bantuan) pada Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Pekanbarumemberikan jawaban sebagai berikut: 

“Pastinya ada Keadilan dan kedisiplinan dalam menjalankan peran 

karena itu merupakan keharusan yang harus dijalankan inikan 

Instansi sifatnya pemerintahan mana boleh membedakan baik itu 

secara ekstenal maupun internal”. (wawancara peneliti kepada Bapak 

Adrianus Telaumbanua,   Tanggal 27 Mei 2022) 

 

Pernyataan dari Bapak Adrianus Telaumbanua selaku Adrianus 

Telaumbanua (Analis Informasi Tenaga Bantuan) pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Pekanbaru diatas didukung dengan hasil jawaban dari 

Statistik Ahli Muda pada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

“Harus ada kedua hal yaitu keadilan dan kedisiplinan Karena kedua 

hal tersebut sangat penting untuk mengsukseskan sebuah 

pelaksanaan”. (wawancara peneliti kepada Ibu Renny Mayasari, 

Tanggal 27 Mei 2022) 

 

Penyataan dariBapak Adrianus Telaumbanua, Ibu Renny Mayasari  

diatas didukung dengan hasil jawaban dari Adil Trisema selaku Pengelola 

Pengaduan Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Kota 

Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

“Sejauh yang saya tau baik atasan dan bawahan selama ini dalam 

menjakankan perannya selalu adil dan disiplin”. (wawancara peneliti 

kepada Ibu Renny Mayasari, Tanggal 27 Mei 2022) 
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Penyataan dari Bapak Adrianus Telaumbanua,  Ibu Renny Mayasari, 

dan Adil Trisema diatas didukung dengan hasil jawaban dari Bapak 

Sapparudin selaku Masyarakat (4) yang mengetahui atau memahami tema dan 

kejadian yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Oh ini sifatnya dari dalam jadi masyarakat seperti kita tidak 

mengetahui akan hal ini yang ditanya tentang Kominfonyakan 

bagaimana mereka bekerja apakah sudah disiplin atau adil lah mana 

kita tau, yang kita tau hanya membandingkan saja dengan kinerja 

yang dihasilkan, sejauh yang saya tau tidak ada permasalahan sampai 

dibawa keluar berarti ini baik karena bisa saja dapat diselesaikan 

dengan cara jalan yang baik dan bukan suatu masalah yang harus 

dibesar-besarkan”. (wawancara dilakukan pada  Tanggal 25 Rabu 

Mei 2022) 

 

Penyataan dari Bapak Adrianus Telaumbanua,  Ibu Renny Mayasari, 

Adil Trisema, dan  Bapak Sapparudindiatas didukung dengan hasil jawaban 

dari Ibu Cici Wiranda selaku Masyarakat (6) yang mengetahui atau 

memahami tema dan kejadian yang ada pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

“Jika dilihat dan diambil contoh dari yang telah diwancanakan atau 

dari terobosan yang masih kurang maksimal, maka dapat kita ambil 

kesimpulan yaitu secara internal atau dari dalam kurangnya 

kedisiplinan dalam menjalankan peran karena ini bisa dinilai belum 

maksimal namun sudah diterapkan, begitu anggapan saya jika salah 

menggunakan bahasa yang tepat ia saya minta maaf”.(wawancara 

dilakukan pada  Tanggal2 Juni 2022) 

 

Penyataan dari Bapak Adrianus Telaumbanua,  Ibu Renny Mayasari, 

Adil Trisema, Ibu Yulia Opesi, dan  Ibu Cici Wirandadiatas didukung dengan 

hasil jawaban dari Bapak Rizki selaku Masyarakat (5) yang mengetahui atau 
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memahami tema dan kejadian yang ada pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

“Tidak dapat untuk saya memberikan jawaban terkait akan hal ini 

karena hanya orang di pemerintah Kominfo lah yang 

tau”.(wawancara dilakukan pada  Tanggal 2 Juni 2022) 

 

Demikian hasil wawancara dengan Bapak Adrianus Telaumbanua,  Ibu 

Renny Mayasari, Adil Trisema, Bapak Sapparudin, Ibu Roce Maliny dan 

Bapak Rizki menunjukan bahwa beberapa orang memiliki pemikiran 

tersendiri dalam menilai yaitu dikatakan secara internal atau dari dalam 

kurangnya kedisiplinan dalam menjalankan peran karena ini bisa dinilai 

belum maksimal namun sudah diterapkan, dan secara eksternal ini merupakan 

terobosan dan inovasi yang dikembangkan untuk memberikan kemudahan 

bagi yang mengaksesnya. 

b) Peduli terhadap lingkungan, budaya dan sosial sekitar 

Berikut jawaban yang didapatkan dilapangan terkait dengan tema 

penelitian yang telah peneliti lampirkan diatas selaku Adrianus Telaumbanua 

(Analis Informasi Tenaga Bantuan) pada Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Pekanbarumemberikan jawaban sebagai berikut: 

“Ia peduli, karena peduli tersebutlah kita wancanakan dan terjadilkah 

sebuah aplikasi tadi untuk dapat diakses dari mana saja asal 

internatnya ada kan begitu”. (wawancara peneliti kepada Bapak 

Adrianus Telaumbanua,   Tanggal 27 Mei 2022) 

 

Pernyataan dari Bapak Adrianus Telaumbanua selaku Adrianus 

Telaumbanua (Analis Informasi Tenaga Bantuan) pada Dinas Komunikasi dan 
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Informatika Kota Pekanbarudiatas didukung dengan hasil jawaban dari 

Statistik Ahli Muda pada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

“Pemerintah harus peduli terhadap lingkungan, budaya dan sosial 

sekitar karena itu memang peran dan tugasnya”. (wawancara peneliti 

kepada Ibu Renny Mayasari, Tanggal 27 Mei 2022) 

 

Penyataan dariBapak Adrianus Telaumbanua, Ibu Renny Mayasari  

diatas didukung dengan hasil jawaban dari Adil Trisema selaku Pengelola 

Pengaduan Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Kota 

Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

“Sekarang mana ada pemerintah yang tidak peduli terhadap 

lingkungan, budaya dan social sekitar jika pun ada segara melapor 

saya jamin itu akan dikenakan sanksi karena memang kodrat 

pemerintah ini lebih dekat kepada masyarakat”. (wawancara peneliti 

kepada Ibu Renny Mayasari, Tanggal 27 Mei 2022) 

 

Penyataan dari Bapak Adrianus Telaumbanua,  Ibu Renny Mayasari, 

dan Adil Trisema diatas didukung dengan hasil jawaban dari Bapak 

Sapparudin selaku Masyarakat (4) yang mengetahui atau memahami tema dan 

kejadian yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Tidak heran menurut saya, karena memang  seharusnya begitu sudah 

enak bekerja dipemerintahan seharusnya lebih peka lagi terhadap 

lingkungan, budaya dan social sekitar”. (wawancara dilakukan pada  

Tanggal 25 Rabu Mei 2022) 

Penyataan dari Bapak Adrianus Telaumbanua,  Ibu Renny Mayasari, 

Adil Trisema, dan  Bapak Sapparudindiatas didukung dengan hasil jawaban 

dari Ibu Roce Maliny selaku Masyarakat (2) yang mengetahui atau memahami 

tema dan kejadian yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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“Sudah sulit ditemui pemerintah seperti peduli terhadap lingkungan, 

budaya dan social sekitar, tidak tahu kenapa demikian. Namun, itu 

nyata adanya tidak jauh disekitar kita juga dapat 

ditemui”.(wawancara dilakukan pada  Tanggal2 Juni 2022) 

 

Penyataan dari Bapak Adrianus Telaumbanua,  Ibu Renny Mayasari, 

Adil Trisema, Ibu Yulia Opesi, dan  Ibu Roce Maliny diatas didukung dengan 

hasil jawaban dari Bapak Nazif selaku Masyarakat (3) yang mengetahui atau 

memahami tema dan kejadian yang ada pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

“Pemerintah peduli terhadap lingkungan, budaya dan social sekitar 

sudah jarang ditemui di era sekarang ini,  ada dan itu juga saya rasa 

setelah dibina oleh orang yang benar-benar tepat”.(wawancara 

dilakukan pada  Tanggal 2 Juni 2022) 

 

Demikian hasil wawancara dengan Bapak Adrianus Telaumbanua,  Ibu 

Renny Mayasari, Adil Trisema, Bapak Sapparudin, Ibu Roce Maliny dan 

Bapak Nazif menunjukan bahwa dikatakan kurangnya memperhatikan 

lingkungan, budaya dan sosial sudah biasa di Instansi. Namun, dibuktikan 

dengan pernyataan yang menyatakan bahwa ada kepedulian terhadap 

lingkungan, budaya dan sosial sekitar pada masa pendemi di usahakan 

penggunaan terobosan baru dapat digunakan untuk memberikan kemudahan 

dan hasilnya sebagaimana yang diingginkan yaitu dimasa pandemi 

masyarakat tidak perlu keluar rumah untuk mendapatkan informasi karena 

sudah tersedia didalam aplikasi inovasi yang telah disediakan. 
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5. Pelaksana sendiri 

Bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung 

jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai 

pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum 

memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional 

merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak 

bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh 

pemerintah. Berikut sub indikator yang peneliti gunakan: 

a) Modal yang terbatas, kemampuan yang belum memadai 

Berikut jawaban yang didapatkan dilapangan terkait dengan tema 

penelitian yang telah peneliti lampirkan diatas selaku Adrianus Telaumbanua 

(Analis Informasi Tenaga Bantuan) pada Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Pekanbarumemberikan jawaban sebagai berikut: 

“Setiap wancana yang berusmber dari dalam itu biasanya terlaksana 

dengan baik Karena segala sesuatu yang terpenting dilakukan diskusi 

terlebih dahulu”. (wawancara peneliti kepada Bapak Adrianus 

Telaumbanua,   Tanggal 27 Mei 2022) 

 

Pernyataan dari Bapak Adrianus Telaumbanua selaku Adrianus 

Telaumbanua (Analis Informasi Tenaga Bantuan) pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Pekanbaru diatas didukung dengan hasil jawaban dari 

Statistik Ahli Muda pada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

“Pastinya ada kendala dan hambatan seprti modal terbatas 

kemampuan yang belum memadai, dan kita tidak berani mengambil 
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keputusan sebelum diperkirakan pekerjaan tersebut akan selesai 

dengan tepat waktu”. (wawancara peneliti kepada Ibu Renny 

Mayasari, Tanggal 27 Mei 2022) 

 

Penyataan dariBapak Adrianus Telaumbanua, Ibu Renny Mayasari  

diatas didukung dengan hasil jawaban dari Adil Trisema selaku Pengelola 

Pengaduan Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Kota 

Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

“Modal terbatas dalam melaksanakan sesuatu itu wajar, seperti 

terobosan baru pasti menggunakan anggaran yang tidak sedikit jadi 

wajar karena juga masih baru kemampuan yang belum memadai 

dapat dilakukan dengan perbaikan kinerjannya”. (wawancara peneliti 

kepada Ibu Renny Mayasari, Tanggal 27 Mei 2022) 

 

Beliau juga menambahkan bahwa: 

Kita ada melakukan pelatihan penguatan kapasitas hanya dilkukan 

satu kali dalam satu tahun, kita mendatang pelatih dari dirjen IKP 

Kementrian Kominfo dari Jakarta, mulai dari kepala dinas, kabid dan 

staf terlibat langsung dalam pelatihan tersebut, kita hanya melakukan 

pelatihan satu tahun sekali karena juga keterbatasan anggaran yang 

ada. Masalah penguatan kapasitas memang terkendala dengan kondisi 

anggara, dimana anggaran kita hanya mampu mengadakan pelatihan 

itu hanya satu kali dalam setahun. (wawancara peneliti kepada Ibu 

Renny Mayasari, Tanggal 27 Mei 2022) 

 

Penyataan dari Bapak Adrianus Telaumbanua,  Ibu Renny Mayasari, 

dan Adil Trisema diatas didukung dengan hasil jawaban dari Azizah selaku 

Masyarakat (7) yang mengetahui atau memahami tema dan kejadian yang ada 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Ia jika dilihat kinerja dalam menjalankan perannya begitu ia wajar 

saja jika masyarakat membandingkan demikian”. (wawancara 

dilakukan pada  Tanggal 25 Rabu Mei 2022) 
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Penyataan dari Bapak Adrianus Telaumbanua,  Ibu Renny Mayasari, 

Adil Trisema, dan  Ibu Azizah diatas didukung dengan hasil jawaban dari Ibu 

Roce Maliny selaku Masyarakat (2) yang mengetahui atau memahami tema 

dan kejadian yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Tidak diherankan jika demikian  pelaksanaanya terganggu ternyata 

kekurangan modal dan kemampuan staff yang kurang 

komponen”.(wawancara dilakukan pada  Tanggal 2 Juni 2022) 

 

Penyataan dari Bapak Adrianus Telaumbanua,  Ibu Renny Mayasari, 

Adil Trisema, Ibu Yulia Opesi, dan  Ibu Roce Maliny diatas didukung dengan 

hasil jawaban dari Bapak Nazif selaku Masyarakat (3) yang mengetahui atau 

memahami tema dan kejadian yang ada pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

“Bisa saja masyarakat dapat menilai dari kinerja dari wancana atau 

inovasi yang telah sudah dilakukan”.(wawancara dilakukan pada  

Tanggal 2 Juni 2022) 

 

Demikian hasil wawancara dengan Bapak Adrianus Telaumbanua,  Ibu 

Renny Mayasari, Adil Trisema, Bapak Sapparudin, Ibu Roce Maliny dan 

Bapak Nazif menunjukan bahwa terjadinya masalah pada program 

pelaksanaan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya keterbatasan modal 

dan kemampuan staff yang kurang komponen. 

Adapun hasil penelitian yang didapatkan dilapangan dan diukur dengan 

menggunakan teori atau indikator dari Siagian (2012: 142-150) maka dapat 

disimpulkan yaitu terdapat lemahanya komitmen kominfo Kota Pekanbaru dalam 

menjalankan peran sebagai pengelolaan layanan informasi hendaknya memberikan 
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pelayanan informasi yang baik dengan di rencanankan dengan perencanaan yang baik 

sehingga berita yang disampaikan kepada masyarakat Kota Pekanbaru juga 

tersampaikan dengan baik. 

 Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru yaitu melakukan 

beberapa urusan rumah tangga daerah yang meliputi hubungan pemberdayaan potensi 

informasi, penyampaian informasi baik langsung maupun melalui media, 

pengembangan aplikasi TIK, statistik dan persandian. 

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan 

Pemerintah Kota Pekanbaru, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan 

Persandian Kota Pekanbaru berperan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi Utama di Kota Pekanbaru. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, 

dan Persandian Kota Pekanbaru juga berperan sebagai mediator penyampaian 

informasi untuk membantu instansi atau OPD lain dalam memenuhi kebutuhan 

informasi publik. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota 

Pekanbaru terutama Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi 

Publik memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai penyedia informasi yang berkaitan 

seputar instansi pemerintahan dan kebijakan walikota serta mengolah dan menginput 

informasi atau berita tersebut melalui media agar dapat dipublikasikan. 
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B. Faktor penghambat di dalam Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Pekanbaru Dalam Pengelolaan  Layanan Informasi 

Suatu tindakan, masalah ataukah pelaksanaan pasti selalu ada kendala. Penulis 

akan menjelaskan tentang apa saja hambatan dalam Peran Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan  Layanan Informasi. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan Ibu Renny Mayasari  selaku Statistik Ahli Muda pada pada 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru dan Bapak Sapparudin selaku 

Masyarakat Kota Pekanbaru mengenai hambatan dalam membangun komunikasi 

publik diantaranya adalah : 

1. Kesiapan sumberdaya manusia  

Sumber Daya Manusia yang belum memadai untuk transformasi digital,  

posisi Indonesia yang  berada di peringkat 9 (Sembilan) terbawah disebabkan 

terutama akses dan  sumber daya manusia digital yang relative masih 

memerlukan perbaikan dibandingkan dengan  negara-negara lain. Pada aspek 

pengetahuan, Indonesia berada di peringkat 58 yang disebabkan oleh 

rendahnya anggaran dan pengeluaran untuk program riset pengembangan 

digital serta lemahnya SDM digital. Pada aspek kesipan untuk masa depan, 

Indonesia menduduki peringkat ke-62 yang disebabkan rendahnya tingkat 

literasi digital di seluruh masyarakat serta integrasi teknologi informasi di 

pemerintah yang masih lemah serta belum terdapatnya integrasi data public. 

Sumber Daya Manusia dibagian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Pekanbaru Dari hasil observasi dan melakukan wawancara, terlihat dari 
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jumlah pegawai dan kemampuan pegawai yang mengelola layanan informasi 

masih minim.   pentingnya penguatan kapasitas terhadap pejabat Diskominfo 

juga belum efektif dilakkukan, karena rata – rata hanya dilakukan satu kali 

dalam setahun, sedangkan peraturan dan program pemerintah setiap tahunya 

berubah–ubah, kondisi ini juga disebabkan oleh factor tidak adanya 

ketersedian anggaran yang lebih untuk melaksanakan pelatihan. Terbatasnya 

Sumber Daya Manusia yang terampil dan professional, juga kurang 

kemampuan pegawai dalam menjalankan dan mengitegrasitkan system dan 

database menjadikan hal ini sebagai factor penghambat dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat untuk mengakses informasi yang bersumber dari 

kominfo Kota Pekanbaru. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, serta 

menjawab rumusan masalah, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan  

Layanan Informasi diukur dengan mengunakan indikator stabilisator, inovator, 

modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri belum berjalan dengan baik dengan 

dibuktikan masih belum efektif dalam menyampaikan berita yang akurat kepada 

masyarakat. 

2. Faktor penghambat dalam Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Pekanbaru dalam Pengelolaan Layanan Informasi: 1) kesiapan sumberdaya 

manusia, 2) Sumber Daya Manusia dibagian Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Pekanbaru yaitu minimnya pegawai yang mengelola layanan informasi, 

terbatasnya Sumber Daya Manusia yang terampil dan professional dan kurang 

kemampuan pegawai dalam menjalankan dan mengitegrasitkan system dan 

database. 

 

B. Saran 

1. Sebaiknya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru segera 

menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan Dinas Komunikasi dan 
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Informatika Kota Pekanbaru mengadakan pelatihan khusus untuk Sumber Daya 

manusia dibagian pengelola teknologi di era digital saat ini.  

2. Untuk masyarakat sebaiknya mencari informasi dan sumber terpercaya terlebih 

dahulu dari berita atau informasi yang disampaikan baik itu merupakan instansi 

Pemerintah maupun swasta, tidak ada yang salah untuk kita memastikan berita 

atau informasi yang falid terlebih dahulu sebelum menyimpulkannya. 
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